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KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2003
¢

TENTANG J
PENJUALAN KENDARAAN DINAS
WALIKOTA PADANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi atas
pemakaian kendaraan dinas perlu dilakukan perubaban status
hukum kendaraan dinas melalui penjualan;

bahwa  kendaraan dinas sebagaimana dimaksud huruf a perlu
dijual kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
Pensiunan serta Anggota DPRD sebagai penghargaan atas jasa dan
pengabdiannya di Kota Padang;

bahwa untuk mewujudkan administrasi penjualan kendaraan dinas
milik Pemerintah Kota Padang perlu diatur pedoman penjualan
kendaraan dinas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan
Kendaraan Dinas:

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839); .

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara
Tahun 1971 Nomor 59, Tamibahan Lembaran Negara Nomor 2967);

Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Balas
Wilayai Kotamadya Daerah Tingkat If Padang (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerinteh NMemor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewerangan Propinsi Sebagai Daerah Otonor

' Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lemba:
st N OO 3952);

Peraturan Pemerintah Nomer 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
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Fel 7. Peraturan’ Pemeriatah Nomor 2'Tahun 2001 tentang Pengamanan"

PR dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Femerintah

Ao Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
, Daerah (Lembaran Megara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan
~ Lembaran Negara Nomor 4073) ;

& - 8. chutusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11
- B Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; |

9. Kepulusan Menleri Dalam Negeri dan Otonomi Dzerah Nomor 22 -
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Momor 06);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Padang
{I.cmmran ?Jaerah Tahun 2001 Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Keta Padang Nomor 04 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah
- Tahun 2001 Nomor (8);

13. Peraturarn Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
(Lembaranr Daerah Takun 2081 Nomor 09);

14, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Negara Talun 2001 Nomor 10);

; ' ' 15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
' Pembentukan Susunan Crganisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah {(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39);

16, Peraturar Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2002 teniang
Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Padang {Lembaran Daerah
Tahun 2002 Nomor 43);

~ 17. Keputusan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2002 tenlang
Struktur Organisasi Kantor Peternakan Kota Padang Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nemor 21).

MEMUTUSKAN ;

-

ra-~ealan : KEPUTUSAN  WALIKOTA  PADANG TENTANG PENJUALAN
HENDARAAN DINAS

BAB1
KETENTUAN UMUM

Fasail

~ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1., Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintak Daerah adatah Pemerintah Kota Padang,.
3. Képala Daerah adalah Walikota Padang,.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat disingkat DPRD adalah DPRD Kota
PPadang.

3. Pejabat Negara adalah Walikola dan Wakil Walikola,

6. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Dinas baik roda dua atau roda empal milik
Pemerintah Daerah yang terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan
operasional dinas yang terdaltar di dalam buku inventars.

7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan yang dipakai'dan dipergunakan oleh
pejabat negara atau pejabat sruktural atay pefabat fungsional Pemerintah Daerah dan
anggota DPRD.

8. Kendaraan Operasional Dinas adalab Kendaraan yang dipakai dan dipergunakan
unituk pelaksanaan tugas unit Lerja di lingky ngan Pemerintah Daerah,

9. Pegawai Negeri Sipil Dacraly adalah I'egawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang.

10. Panitia Penjualan Kendaraan Dinas adajah TPanitia yang dibentuk dan ditetapkan
dengan keputusan Kepala Daerah yang berfugas melakukan penjualan kendaraan
Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAD U
KRITERIA KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DIJUAL

Pasal 2

Kriteria kendaraan dinas yang dapat dijual antara lain :

1. Yang telah dipakai minimal 20 tahun;

2. Kondisi teknis tidak mendukung kelancaran tugas dinas;

3. Tidak efisien lagi karena biaya eksploitasi lebih besar dari manfaat yang diperolek;
4

. Bukan Kendaraan Operasional Dinas yang dipergunakan sebagai Kendaraan Dinas
Lapangan seperti mobil pengangkut jenazah/ orang sakit, mobil pemadam kebakaran,
micre bus, truck, alat-alat berat dan jenis kendaraan untuk melayani kepentogan
umumn. '

Pasal 3

Penilaian dan penelitian kriteria kendavaan «inas yang dapat dijual scbagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 2 ditelit, dinilai dan dilaksanakan oleh Danitia Penjualan
Kendaraan Dinas yang ditetapkan dalam Berita Acara.

Pasal4d

Panitia Penjualan Kendaraan Dinas  dalam melakukan  penciitian «an penilaian

sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 da pat dibantu oleh tenaga alli yang ditunjuk oleh
ICepala Daerah,

itAL i
PANTTIA PENTUALAN

Pasal®

-wlaraan dinas dilaksanakan oleh Panitia Penjualan Kendaraan Dinas.

i) Yengangkatan dan Pemberhentian Panitia Penjualan kendataan Dinas ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dacrah berdasarkan saran dan usul Kepala Bagian Umum
dan Perlengkapan Sekretariat Daerali Kota Padang. '



BAT IV
ORANG YANG DAPAT MEREELI KENDARAAN DINAS

i"asal a

 Qrang yang dapat membeli kendaraan dinas adalah -

1. Pejabat Negara yang telah mengabdi di Keta Padang minimal 5 1ahun.

2. Pegawal Negeri Sipil Bacrah yang telah memiliki masa ketja minimal 10 tahun dan
tidak pernah dijatubi hukaman disiplin berat selama melaksanakan tugas seria
memiliki nilal D173 batk, dadam waktu 2 talwn terakhir,

3. Anggota DPRI) yang telah maem punya nasa jabatun minimai 3 kahun,

1°7F
Paszl ;

Crang yang dimaksud dalam T'asal 6 belwm pernal membeli kendaraan dinas dari
Pemerintah dalam wakiu 10 tahun terakhir,

-
Fasal 5

Orang yany, dimaksud dalam Pasel 6 hanya bolel memboli

1 [satu) buah kendaraan dinas
dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksust dalam ('asal 7.

Fasal B
Pegawai Negeri Sipil Dacrah yang dipriovitasken uniuk membeli kendaraan dinas adalalt
Pegawal Negeri Sipil Dacraly
1. Yang memiliki kedudukan lebih tnggl.
Tang memiliki pangkat lebil dinggi.

Ll

Yang memegang kendaraan,

e

Yany akan memasuki Datas usia pension atau telah pensiue dalam wakiu 2 tahun
terakhir,

BADR Y
PELAKSANAAN PENJUALAMN FENPDARAAN DINAS

4 Dasal 30
-y L - r ! " o .- .
evsyaratan administrast yang harus dip ovhi fefam penjualan keadaraan dinas adalah -

Venmboenn Kepala Daeral teniang peaets: ae reninalan,

“ervtusan Kepala Dacrali tentang Pe nlbentilan Panitia FPenjualan Kendaraan Dinas.

“erita Acara hasil perelitian Panitia Pomyueian Mandaraan Dinas,

o, Permohonan membeli kendaraan dari masieg-masin g calon pembeli,

0. Keputusan penganpkakn pertama sabagnl Pogawal Negerd Sipil dan Kepulusan
Penempatan bertugas di Pemerintah Doerak.

frat pernyataan ponolen yanp menyatiian belum pertiah mombeli kendaraan dinas
wram temppang wakin 10 sepuinh) tohor,

TN a2



Fasal 11

Pen}ualan kendaraan dinas didasarkan surat permohonan yang bersangkutan yang
telah mendapatkan persetujusn atasannya yang ditujukan kepada Kepala Daerah,

Surat Permolwnan sebagaimana dimaksid dalam ayat {1} bagi angpota DPRD
disetujui oleh Ketua DFRD.

Persetujuan Permohonan sehafalmana dimaksud dalam ayat {1) dikecualikan bagi
Pe]abat Negara.

Pasa 12

Setelah persyai'atan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 3,4,5,6, dan

7 terpenuhi, Kepala Daerah menyampaikan persetujuan penjualan kendaraan dinas
kepada DPRD.

Pasal i3

Atas dasar persetujuan DPRD, Kepala Daerah menetapkan keputusan penjualan
kendaraan dinas dengan lampiran yany memrat :

1

2
3.
4

(2)

()

. Nama dan jabatan pembeli.
. Data mengenai kendaraan.
_Biayé perbaikan selama 1 {satu) tabun terakhir,

. Harga yang ditetapkan berpecdoman pada harga jual sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
Jumdah harpa yang dibayar pembeli.

Yasal id

Setelah penclapan penjualan kendaraan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 13 selanjutnya dibuat perjanjian Sewa Beli Kendaraan Dinas yang
ditandatangani oleh K;'-,pala Dacrah dalain bal ini Kepala Bagian Umum dan
Perlengkapan atau Pejaba’j yong ditunjuk sebagai pthak pertama (1), dan pembeli
sebagai pihak kedua (2).

Apabila ada biaya perbaikan selama 7 {satu) tahun terakhir atas ma.smg-masmg
kendaraan tersebut, maka biaya yang dimaksud harus dibayar lunas sckaligus oleh
pembeli sebelum surat perjanjian dilandatgani.

Surat perjanjian Sewa Beli scbagabmana diinaksud dalam ayat (1) harus memuat :

a. Besarnya cicilan bulanan aias harpa jral kendaraan dimaksud dengan ketentuan
harus sudah dilunasi paling lawbat Talsm wakiu 5 fitma) tahun.

Apabila dilunasi dalany wakle kurang dari 1 (sats) tahun, maka balik noma atas
kendaman tersebut bara dapat diiakssnakan setelah cukup waktu 1 {satu) talun
tniung mulaj tanggai surat perianjian ditandatangan.

v owama belum dilunasi dan atas selama 1 (salu) labun pertama dari surat
perjanjian ditandatangani, kendaraan tersebut dapat dipinjam pakaikan kepada
pembeli dan segala biaya yang disimbulkan ditanggung oleh yang bersangkutan
serta tidak boleh ¢3jual ataur dipindah tangankan kepada piliak lain,
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Pasal 15

't

(1} Kendaraan dinas yang telah dijual }rang 'mz:'.ﬁ'ih digunakan untuk kepentingan dinas,
maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang,
memungkinkan. o

/21 Swmua harga jual dan biaya perbatkan sclama 1 (satu) lahun terakhir merupakan
gi Juat R1aya p .
- peneriraaan Pemeriniah Daeral dan haves disetor se penubnya pada kas Daerah.

(3} Sctelah harga jual kendaraan dinax ditunasi dan setelah loewal waktu T {satu) tahun
terakhit terhitung, dari Surat Perjanjian Sewa DBelinya  ditandatangand, maka
dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah yang, menetapkan

a. Pelepasan hak Pemerintah Dacrabi atas kendaraan  dinas tersebut  kepada
pembelinya.

M : : ,
b. Menphapuskan kendaraan din’s dati buku inveataris kekayaan Daerah.

(4} Berdasarkan Keputusnn”Kupn]ﬂ Dacrals vang dimaksud dalam ayat {3) pembeli
kendarnan dinas melakikan balik nama keadaraan lersebut sesuai dengan ketentuan
yvang berlaka,

BABYL
KETE TUAN PENUTUPR
Tagal '15_1 o

Hal-hal yang belum  cukup diator dalam keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya sclanjutnya diatur tersendirl dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Feputusan inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Avar sctiap orang dapat mengetahud, memerintabkan Pengundangan Keputusan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daecah Kota Padang.
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